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Abstrak
 

Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu inovasi fintech yang paling berkembang di Indonesia,

untuk itu OJK telah menerbitkan POJK 77/2016 untuk mengatur penyelenggaraan layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tingginya minat masyarakat terhadap layanan P2PL

menyebabkan banyaknya pelaku usaha ilegal, salah satunya KSP yang menjalankan kegiatan usahanya

dengan menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa memiliki izin

penyelenggara yang diterbitkan oleh OJK. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah

kegiatan usaha pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam berbasis teknologi

informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimanakah peran KemenKopUKM dalam

melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang

dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-

normatif dan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa KSP tidak dapat melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

karena telah melanggar ketentuan usaha simpan pinjam yang diatur dalam PermenKopUKM 15/2015

sebagaimana diubah dengan PermenKopUKM 2/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Simpulan kedua penulis adalah peran pengawasan KemenKopUKM termasuk dalam lingkup pembinaan

yang diatur dalam Pasal 60 – 64 UU Perkoperasian dan PermenKopUKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan

dan Pembinaan Perkoperasian, dan pelaksanaannya diatur dalam PermenKopUKM 9/2020 tentang

Pengawasan Koperasi yang mana tahapan Pengawasan Koperasi meliputi: persiapan pemeriksaan;

pelaksanaan pemeriksaan; pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau penerapan sanksi administratif. Penelitian

ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KemenKopUKM untuk mewajibkan pelaporan terhadap

KSP yang menyelenggarakan Jaringan Pelayanan Digital Financial Service, serta kepada OJK untuk

mempertahankan pengumuman data penyelenggara yang terdaftar dan/atau berizin sebagai bentuk

pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

......Peer to Peer Lending is one of the most developed fintech innovations in Indonesia, therefor OJK has

issued POJK 77 of 2016 to regulate the organization of peer to peer lending activities. The high public

interest in peer to peer lending services has led to many illegal business actors, including savings and loans

cooperative that carry out their business activities by providing online loan service without having the

provider license issued by OJK. The research questions in this thesis are how the lending activities carried

out by information technology-based savings and loans cooperative are based on statutory regulations, and

what is the role of the KemenKopUKM in supervising information technology-based lending activities

carried out by savings and loans cooperative. The research method in writing this thesis is a

juridicalnormative method, using statutory regulations, books, and articles. This thesis concludes that

Savings and Loans Cooperative cannot carry out information technology-based lending activities because it
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violate the provisions of the saving and loan activities regulated in the PermenKopUKM 15/2015 as

amended by PermenKopUKM 2/2017 on Savings and Loans by Cooperative. The second conclusion is that

the supervising role of KemenKopUKM is included in the scope of development program regulated in

Article 60 – 64 UU  perkoperasian and PermenKopUKM 9/2018 on Operation and Development of

Cooperative, and its implementation is regulated in PermenKopUKM 9/2020 on Cooperative Supervision,

which the stage of supervision are preparation examination; implementation of the examination; reporting of

examination results, and/or application of administrative sanctions. Hopefully, this thesis can provide input

to KemenKopUKM to require reporting to the savings and loans cooperative that organize Digital Financial

Service, as well as to OJK to maintaining the announcement of registered and/or licensed fintech lending

business actors as a form of supervision of information technologybased lending activities.


